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Abstrak: Setiap orang mendambakan pekerjaan yang layak, maka berimpact terhadap peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat. dalam prespektif undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diacu dalam pasal 96
mengatur terkait daluarsanya suatu kewajiban pemberi kerja untuk memberikan gaji/upah yang mana daluarsanya yaitu
2 tahun bila lebih dari 2 tahun maka kewajiban si perberi kerja untuk memberi gaji/upah akan hilang karena sudah lewat
dari masa daluarsa tersebut. Yang mana telah dihapuskan dalam UU Cipta Kerja yang berdampak positif kepada para
buruh/pekerja agar hak-haknya dipenuhi oleh pihak pemberi kerja.. Berbeda pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, lebih
menguntungkan para pekerja atau buruh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa inovasi UU Cipta Kerja terthadap para
pekerja/buruh para buruh terkait SDGs Desa untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak dan lebih sejahtera, selain itu
pemberdayaan melalui BUMDES. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis
normative yang mengkaji tentang permasalahan hukum dengan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan
perundang- undangan yaitu Undang- Undang No. 13 tahun 2003, Undang Undang No .6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan SDGs Desa terkait pengurangan pengangguran, kemiskinan melalui
pem-berdayaan masyarakat Desa (keberadaan BUMDES) sehingga menjadikan masyarakat menjadi mandiri dan
sejahtera, adanya UU Cipta kerja buruh diberlakukan lebih manusiawi terhadap hak- hak yang akan diterima oleh para

pekerja/ buruh. Rekomendasi dari penelitian ini segera membentuk Perdes
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Pekerjaan berarti besar dalam kehidupan manusia
sebagai penunjang hidupkarena Faktor pendorong
penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah
adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam
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conditions of the Creative Commons — menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk
Attribution (CC BY NC) license

(http://creativecommons.org/licenses/by/4
0/). tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk

mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada
hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya,

memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik

tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (Mattera & Alba
Ruiz-Morales, 2021; Prihatiningtyas et al., 2023; Scheyvens & Cheer, 2022)

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan
dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan
terhadap alam dan sumber daya  yang terkandung didalamnya, dan
menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan adil. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan
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yang  berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi
kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan
(Guarini et al., 2022; Lockstone-Binney & Ong, 2022; Martinez-Cérdoba et al., 2020). Sustainable

Development Goals  dianggap layak  atau lebih  baik  dari Millenium
Development Goals yaitu SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan
programnya. Provinsi Riau memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan SDGs
yang mana pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap
tujuan-tujuan  yang  masih  tertinggal  sekaligus terhadap orientasi-orientasi
strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan (Perry et al., 2021; van Zanten & van Tulder,
2021a, 2021b).

Target dan tujuan SDGs secara eksplisit ~ dimaksudkan  untuk
mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam
hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan
antar negara, memperbaiki manajemen air dan energy, dan mengambil langkah
urgen untuk mengatasi perubahan iklim (Brissett, 2018; Fonseca et al., 2020;
Guerrero et al., 2022; Nunkoo et al., 2023; Statistik, 2014; Wahyuningsih, 2018). Hal
ini tergambar dalam 4 (empat) pilar SDGs yaitu  pilar = ekonomi,  pilar
sosial,  pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum, pilar, target dan tujuan
SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan
di daerah (Alatinga et al., 2020; Del Arco et al., 2021a; Ferrer-Roca et al., 2022; Horn & Grugel, 2018).

Peran pemerintah dalam memenuhi target dan tujuan sdgs tersebut dengan
penyediaan program bumdes yang diharap dapat mensejahterakan rakyat. Bumdes
adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh desa untuk
penyediaan jasa pelayanan,pengelolaan usaha,pemanfaatan aset dan juga pengembangan
investasi demi kesejahteraan rakyat (Adie et al., 2020; Del Arco et al., 2021b).

Dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji berdasarkan undang-undang nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sadangkan penelitian ini berfokus pada
undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja yang mana di undang-undang
tersebut ada beberapa pasal yang di ubah dan di hapus. Tidak ada penelitian yang
berfokus untuk menganalisa uu cipta kerja terhadap keuntungan para buruh/pekerja
untuk memenuhi hak-haknya.

Metode

Metode Penelitian/Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif , artinya
penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum
yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep
teori yang kemudian dihubungkan dengan  permasalahan  yang  menjadi
pokok  pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute
approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan
konsep/ pendapat pakar) . Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam
penulisan ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah
diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah
data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan
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bahan  hukum dilakukan  dengan cara study online dan study ke
perpustakaan yaitu untuk mendapatkan @ bahan  hukum  yang  dilakukan
dengan  cara  membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, surat
kabar, @ dan  bahan  bacaan  ilmiah  yang mempunyai hubungan dengan
permasalahan yang diangkat.

Hasil Dan Pembahasan

SDGs memililki tujuan untuk memberantas kemiskinan yang ada. Kemiskinan dapat
terjadi karena minimnya lowongan pekerjaan,pemberian upah kerja yang minim, tidak
terpenuhinya hak hak pekerja, dan lain lain. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah
untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan demi mensejahterakan rakyat (Ansori et
al., 2022; Wahyuningsih, 2018). Namun tidak serta merta hanya dengan pengesahan
sebuah undang undang ataupun peraturan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut,
pada kenyataannya tidak semua golongan manyarakat merasakan manfaat dari
pengesahan sebuan perundang undangan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
Hak bagi setiap orang khususnya bagi warga negara indonesia memiliki hak untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak. Disamping upaya pemerintah dalam memberantas
kemiskinan dengan pengesahan sebuah undang undang , juga dilakukan sebuah program
untuk memberikan pekerjaan yang layak. Pemerintah membentuk BUMDes untuk
meningkatkan perekonomian desa,dalam bentuk badan hukum yang didirikan oleh desa
(Apriyanto et al., 2020; Handono Eko Prabowo, 2014).

Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2021,pelaksanaan operasional
bumdes diangkat oleh musyawarah desa antar desa dengan nama yang di usulkan oleh
kepala desa, badan permasyarakatan desa, dan/atau unsur masyarakat. Yang tuasnya
sudah ditetapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan permasalahan dan potensi yang
ada di desa tersebut. Dikarenakan bumdes adalah program pemerintah agar lebih dekat
dengan masyarakat maka bumdes harus menyelesaikan masalah yang ada dalam
masyarakat contohnya adalah kemiskinan. Angka kemiskinan di indonesia ini sangatlah
tinggi maka dari itu BUMDes sebagai sebuah program dari pemerintah pusat untuk
menagulangi masalah di desa. Program ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada pada
uu kemiskinan para orang miskin tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak (Alfiansyah, 2021; Heryanto et al., 2022; Kashogi et al., 2022; Ridlwan, 2014).

Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang dapat memenuhi semua hak-hak para
pekerjanya salah satunya adalah hak setiap pekerja untuk menerima gaji/ upah dan
menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayarkan giji dari pekerja. Dalam pada
pasal 96 UU Ketenagakerjaan mengatur terkait daluarsanya suatu kewajiban pemberi
kerja untuk memberikan gaji/upah yang mana daluarsanya yaitu 2 tahun bila lebih dari 2
tahun maka kewajiban si perberi kerja untuk memberi gaji/upah akan hilang karena sudah
lewat dari masa daluarsa tersebut. Yang mana telah dihapuskan dalam UU Cipta Kerja
yang berdampak positif kepada para buruh/pekerja agar hak-haknya dipenuhi oleh pihak
pemberi kerja.
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Beranjak dari ketentuan tersebut, keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang
didasarkan pada kebutuhan dan poternsi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
rakyat. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial
(social institution) dan komersial (commercial institution). Fungsi BUMDes sebagai lembaga
sosial bertujuan untuk penyediaan pelayanan sosial terhadap kepentingan masyarakat.
Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes sebagai badan hukum yang dibentuk
berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, memiliki tujuan untuk
mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal seperti berupa sebuah barang
maupun jasa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif
masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes
harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan
BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah
desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Dinyatakan di dalam undang-undang
bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang
dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah kebutuhan masyarakat terutama
dalam pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset
penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit- unit usaha yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud
dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti
antara lain: usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha
sejenis lainnya; penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; perdagangan hasil
pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
industri dan kerajinan rakyat. Dengan begitu banyaknya jenis usaha tersebut membuka
lowongan pekerjaan menjadi lebih banyak.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan
Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan
Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) di atas bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa
melalui Peraturan Desa, sehingga payung hukum pendirian BUM Desa adalah Peraturan
desa, masyarakat di Desa dapat membentuk BUM Desa jika diatur dalam Peraturan desa
tentang Pendirian BUM Desa. Kemudian dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang
mensyaratakan pendirian BUM Desa melalui musyawarah Desa, ini berarti bahwa
pendirian BUM Desa bukan melalui akta notaris atau pendaftaran di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia melainkan melalui musyawarah desa.

Selain itu, adapun cara Pendirian BUM Desa meliputi:

a. Pendirian BUM Desa berdasar pada Peraturan daerah
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b. Diatur berdasarkan Peraturan Desa

c.  Satu Desa, hanya terdapat satu BUM Desa

d. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendirian BUM Desa,BUM Desa

dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi
bukan koperasi, PT. Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan
(BPR).

Selanjutnya, didasarkan pada bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa di atas dalam pembentukan BUM Desa
harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang bepedoman pada Peraturan Daerah
sebagai payung hukum. Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Desa, pada Pasal 4, menyebutkan:

a. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian

BUM Desa
b. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan
mempertimbangkan:
*  inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
*  potensi usaha ekonomi Desa
*  sumberdaya alam di Desa
*  sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
*  penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan
*  kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha
BUM Desa.

Dalam Penjelasan tersebut, tidak dijelaskan secara khusus bentuk badan usaha dari
BUMDes. Di Indonesia sendiri terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik yang
bersifat perorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti Perusahaan Dagang (PD),
Comanditter Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata (Maatschap), Perseroan
Terbatas dan Koperasi.

Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Firma adalah badanusaha bukan
badan hukum, sedangkan. Perseroan terbatas dan Koperasi merupakan badan usaha
berbadan hukum.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat
dibedakan atas:

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan

2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

Karakteristik dari badan usaha yang termasuk badan hukum adalah subjek
hukumnya badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga
termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini harta kekayaan
perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya
kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta
pribadi pengu rus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).
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Karakteristik dari badan usaha yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya
adalah adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu
sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada
badan wusaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para
pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi
pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

Adapun status BUMDes dalam Undang-Undang Desa Secara historis, pada awalnya
BUMDes diatur sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2)
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Badan Usaha
Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Sekitar 10 tahun kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Desa bentuk
badan usaha BUMDes berubah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, disebutkan BUMDes
adalah badan usaha dan dalam penjelasannya di Pasal 87 ayat (1) BUMDesa merupakan
suatu badan usaha bercirikan desa yang secara spesifik tidak bisa disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Yang membuat BUMDes
menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum yang baru. Berbeda dengan BUMN dan
BUMD yang dalam peraturan perundang-undangan telah jelas diatur dapat berbentuk
perseroan terbatas maupunperseroan umum.

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang Ciptaker
sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum
yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis wusaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa

2. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan.

3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha

berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Ciptaker yang mengubah ketentuan

dalam Pasal 87 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh
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Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan
perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti
perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan
usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM
Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain
melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan,
tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan
potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik,
sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah
ditetapkan dalamm peraturan Perundang-Undangan.

Posisi BUMDes setelah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas
Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN
pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-
Undang Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan
dengan Perseroan dan Koperasi.

Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum
meliputi:

1. Mempermudah kemitraan desa

2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah

3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah

4.  Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional

Dengan pengertian BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola
oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa,
maka pendirian BUMDes merupakan potensi besar yang dapat dimaksimalkan.
BUMDes menurut UU Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh
dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa
memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu
lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki
perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar
keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu,
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supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat
mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga
ekonomi komersial pada umumnya yaitu:®

a. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

b. modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%)
melalui penyertaan modal (saham atau andil);

c. operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari
budaya lokal (local wisdom);

d. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil
informasipasar;

e. keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui
kebijakan desa (villagepolicy);

f. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan

g. pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,
BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas
inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal
usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak
menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada
pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak
ketiga.

Beberapa ketentuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam
pengelolaan BUMDes di antaranya panduan sebagaimana dipublikasikan oleh
Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa:

a. Tujuan Pendirian BUMDes, yaitu:
1) meningkatkan perekonomian desa;
2) meningkatkan pendapatan asli desa;

3) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat; dan

4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi
kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi
barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan
ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan
menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakan ekonomi desa.
Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota
(di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar
pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati
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bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan
usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan
“kebutuhan dan potensi desa” adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam
pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan
di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit- unit usaha yang
merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial
dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang
dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan
ekonomi desa seperti antara lain: usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan
air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; penyaluran sembilan bahan pokok
ekonomi desa; perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; industri dan kerajinan
rakyat.

b. Prinsip Tata Kelola BUMDes”:
1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pembangunan BUMDes memerlukan informasi yang akurat dan tepat
tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan
peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai
badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas
mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal darimasyarakat dan
Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat
memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau
pihak lain, juga pinjaman dari pihak ketiga sesuai peraturan
perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan
direalisir di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk
usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi
praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan
berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes harus
mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian
akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat
pelayanan utama BUMDes adalah:

a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya
berupa pangan, sandang, dan papan, sebagian besar memiliki mata
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pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha
ekonomi yang bersifat usaha informal;

b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah,
dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal
pengembanganusaha selanjutnya;

c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan
hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang
memiliki modal lebih kuat; dan

masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem
pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan
harga, sehingga mereka cenderungmemeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja
masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan
ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya.

Simpulan

Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerrja ini sangatlah memebantu
masyarakat utuk mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi dengan dibantu oleh
BUMDes untuk menyalurkan aspirasinya tentang keluh kessahnya di perusahaan bumdes
juga sangat membantu masyarakat desa untuk mensosialisasikan tentang hak-hak para
pekerja agar mengetahui apa saja hak haknya dengan melakukan sosialisasi di desa
tersebut.
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